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Abstrak
 

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai kewenangan (legal standing)

Pemegang Polis dalam hal pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 223 UUK-

PKPU hanya memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) kepada Menteri Keuangan. Namun sejak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) UU OJK, kewenangan Menteri Keuangan beralih

seluruhnya ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan

dan PKPU. Penegasan kewenangan OJK untuk mengajukan kepailitan dan/atau PKPU tersebut juga diatur

dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28

Tahun 2015. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, diketahui

bahwa Termohon PKPU merupakan PT. Asuransi jiwa Kresna yang merupakan perusahaan asuransi dan

Pemohonnya adalah Pemegang Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna. Namun, Majelis Hakim dalam

amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang (PKPU)

yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena hal tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai kewenangan

(legal standing) Pemegang Polis dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi

sekaligus menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan PKPU PT. Asuransi

Jiwa kresna melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst.

......This thesis is motivated by the existence of problems regarding the authority (legal standing) of the

Policyholder in terms of submitting a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Article 223 UUK-

PKPU only grants permission to apply for a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) to the Minister

of Finance. However, since the enactment of the Law on the Financial Services Authority (OJK), in

accordance with the mandate of Article 55 paragraph (1) of the OJK Law, the authority of the Minister of

Finance has shifted entirely to the Financial Services Authority, including matters relating to bankruptcy and

PKPU. Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law juncto also regulates the affirmation of OJK's

authority to file for bankruptcy or PKPU. Article 52 paragraph (1) of POJK Number 28 of 2015. In the

Decision of the Commercial Court Number 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, it is known that the

Respondent for PKPU is PT. Kresna life insurance is an insurance company, and the applicant is the owner

of the insurance policy of PT. Krishna Life Insurance. However, the Panel of Judges stated in their judgment

that the Petitioner's application for the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) was granted.

Therefore, this thesis will discuss the authority (legal standing) of the Policyholder in submitting a PKPU

application to an insurance company as well as analyzing the basis for the consideration of the Panel of
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Judges in the PKPU decision of PT. Krishna Life Insurance through the analysis of the Commercial Court

Decision Number 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst.


